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NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai
Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
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Menetapkan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
Dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya  disingkat @ RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

2. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai arahan dan
acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan
stakeholder dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah
sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:

a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang
rasional, proposional, efektif dan efisien dalam
melaksanakan pembangunan,;

b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah
Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah
pusat;

c. pedoman bagi calon Bupati dalam menyusun visi dan misi



kepala daerah; dan
d. pedoman dalam penyusunan RPJPD.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi:

R TP

visi pembangunan;

misi pembangunan;

arah kebijakan pembangunan; dan
sasaran pokok pembangunan.

BAB 11
SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 5

(1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

a. BAB
b. BAB
c. BAB
d. BAB
e. BAB
f. BAB

|

II :

I :

IV:

VI:

Pendahuluan, semuat sekurang-kurangnya
latar belakang, dasar hukum, hubungan
antar dokumen, maksud dan tujuan, dan
sistematika;

Gambaran umum kondisi Daerah, memuat
sekurang-kurangnya aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,
aspek daya saing, aspek pelayanan umum,
evaluasi hasil RPJPD Tahun 2005-2025,
trend demografi dan kabutuhan sarana
prasarana pelayanan publik, dan
pengembangan pusat pertumbuhan wilayah;
Permasalahan dan isu strategis, memuat
sekurang- kurangnya permasalahan dan isu
strategis Daerah;

Visi dan misi Daerah, memuat sekurang-
kurangnya visi Daerah tahun 2025-2045
dan misi Daerah tahun 2025-2045;

Arah kebijakan dan sasaran pokok, memuat
sekurang-kurannya arah kebijakan dan
sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045;
dan

Penutup, memuat salah satunya tentang
pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
terhadap perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan, diantaranya melalui
manajemen resiko pembangunan Daerah
dan nasional sebagai bagian dari upaya
pencapaian sasaran pembangunan di
Daerah.

(2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang
membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun
2025-2045.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RJPD

Pasal 7

(1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila :

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan
tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah
yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa
substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

c. terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf ¢ mencakup terjadinya :

bencana alam;

goncangan politik;

krisis ekonomi;

konflik sosial budaya;

gangguan keamanan,;

pemekaran Daerah; atau

perubahan kebijakan nasional.

® ™o Qoo

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Diundangkan di Salakan

Pasal 9

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten  Banggai
Kepulauan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana
pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 4), masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan
Daerah ini.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. BUPATI BANGI\AI KEPULAUAN,

IH BASIR

pada tanggal 31 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,
'

ARIYO

RAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 65,07/2024




PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

UMUM

Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan daerah otonom diberi
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai
kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya, daerah
diberi kewenangan mengatur mengenai Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada tanggal 10 Januari 2024, Pemerintah melalui Kementerian Dalam
Negeri telah mengeluarkan Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 dalam rangka mendukung terwujudnya efektivitas,
efisiensi, dan sinergitas penyelenggaraan pembangunan nasional dan
pembangunan daerah yang merupakan implikasi dari pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi
Undang-Undang.

RPJPD mendesak untuk dibuat guna menjadi acuan bagi penyusunan
rencana daerah dengan hierarki dan skala lebih sempit serta mengacu pada
rencana nasional dan daerah dengan hierarki yang lebih tinggi dan skala
lebih luas. Dalam tata perencanaan pembangunan Daerah, RPJPD Kabupaten
Banggai Kepulauan akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kabupaten Banggai Kepulauan.




Peraturan Daerah ini mengatur substansi yang terkait dengan ruang
lingkup RPJPD yang meliputi visi Pembangunan, misi Pembangunan, arah
kebijakan Pembangunan, sasaran pokok Pembangunan, sistematika RPJPD,

serta pengendalian dan evaluasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9

Cukup jelas.
Pasal 10

Cukup jelas.




